
Nomor 3817);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang' Nornor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

-,

1. Undang-Undang' Nomor 25 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat I Provinsi Sumatera Selatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor
70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1814);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan
Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor
33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Mengingat

:

a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pengadaan barang/
jasa secara terintegrasi dan terpadu di lingkungan
Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dipandang perlu
menetapkan pedoman pelaksanaan pengadaan barang/
jasa;

b. bahwa berdasarkan pertirobangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubemur
tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/crasa di
Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;

Menimbang

GUBERNUR SUMATERA SJ;LATAN

PERATURANGUBERNURSUMATERASELATAN
NOMOR 37 TAHUN2016

TENTANG
PEDOMANPELAKSANAANPENGADAANBARANG/JASADILINQKUNGAN

PEMERINTAHPROVINS}SUMATERASELATAN

DENGANRAHMATTVHANYANGMAHAESA
GUBERNURSUMATERASELATAN,

.... .~



6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan PengeIoIaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor4400);

7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi
dan Transaksi .Elektronik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambaban Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor4843);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tabun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tarnbahan Lernbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang­
Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
NegaraRepublik Indonesia Nomor5679);

~. Peraturan Presiden Nomor 106 Tabun 2007
tentang Lcmbaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan atas
Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007
tentang Lernbaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor314);

10. Peraturan Presiden Nomor 54 Tanun 2010 tentang
Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden
Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (Lernbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor5);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor310);

•
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Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:
1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Pemerintah Provinsi adalab Pemerintah Provinsi Sumatera

Selatan.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.

Pasall

BABI
KETENTUANUMUM

MEMUTUSKAN:

PERATURANGUBERNURTENTANGPEDOMANPELAKSANAAN
PENGADAAN BARANG/JASADI LINGKUNGANPEMERINTAH
PROVINSISUMATERASELATAN.

12. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/
Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Unit
Layanan Pengadaan (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 501) sebagaimana telah beberapa kali
diubah, terakhir dengan Peraturan Kepala Lembaga
Kebijakan Pengadaan Barang/Uasa Pemerintah Nomor 5
Tabun 2015 ten tang Perubaban Kedua atas Peraturan
Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Nomor 5 Tabun 2012 tentang Unit Layanan
Pengadaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 391);

13. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/
Jasa Pemerintah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pelaporan
ReaJisasi Pengadaan Barang/ Jasa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 925);

14. Peraturan Kepala Lernbaga Kebijakan Pengadaan Barang/
Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2012 tentang
Pengumuman Rencana Umurn Pengadaan Barang/dasa
Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor llll); .

15. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang
/Jasa Pemerintah Nomor 1 Tabun 2015 tentang E­
Tendering (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 157);

16. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/
Jasa Pernerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang E­
Purchasing (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 758);

- 3 -
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4. Dewan PerwakiJan Rakyat Daerah, yang selanjutnya
disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi Surnatera Selatan.

5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi
Sumatera Selatan, yang selanjutnya disingkat APBD,
adalah rencana keuangan Pemerintah Provinsi yang
dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Provinsi
dan DPRDserta ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

6. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat
SKPD, adalah Satuan KeIja Perangkat Daerah di
lingkungan Pemerintah Provinsi.

7. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD, yang selanjutnya
disingkat DPA,adalah Dokurnen yang memuat pendapatan
dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar
pelaksanaan oleh Pengguna Anggaran.

8. Pengadaan Barang/dasa Pemerintah, yang selanjutnya.
disebut Pengadaan Barang/.Jaaa, adalah kegiatan untuk
memperoleh barang/jasa oleh SKPD yang prosesnya
dimulai dari perencanaan kebutuhan sarnpai
diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh
barang/ jasa. ,

9. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barangj'.Jasa Pemerintah,
yang selanjutnya disebut LKPP,adalah lembaga Pemerintah
yang bertugas mengembangkan dan merumuskan
kebijakan pengadaan barangfjasa.

10.Pengguna Anggaran, yang selanjutnya disingkat PA,adalah
pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran
untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPDyang
dipimpinnya.

11.Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA,
adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan
sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian
tugas dan fungsi SKPD.

12.Pejabat Pembuat Komitmen, yang selanjutnya disingkat
PPK, adalah pejabat yang diangkat oleh PA/KPA yang
bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/
jasa.

13.Unit Layanan Pengadaan Pemerintah Provinsi Sumatera
Selatan, yang selanjutnya disingkat ULP, adalah unit
organisast yang melekat. pada Biro Administrasi
Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera
Selatan yang berfungsi melaksanakan pengadaan
barang/ jasa.
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Langsung, dan E-Purchasing.
18.Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan, yang selanjutnya

disingkat PPHP, adalah panitia/ pejabat yang ditetapkan
oleh PA/KPAyang bertugas memeriksa dan menerima hasil
pekerjaan.

19.Rencana Umum Pengadaan Barang/clasa, yang selanjutnya
disingkat RUP, adalah kegiatan yang terdiri dari identifIkasi
kebutuhan barang/jasa yang diperlukan SKPD,
penyusunan dan penetapan rencana penganggaran sampai
dengan penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK).

20. Penyedia Barang/ Jasa adalah badan usaha atau orang
perseorangan yang menyediakan barang/pekeIjaan
konstruksi/jasa konsultansijjasa lainnya.

21. Pakta Integritas adalah surat pernyataan yang berisi ikrar
untuk mencegah dan tidak melakukan kolusi, korupsi dan
nepotisme dalam pengadaan barang/jasa.

22.Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak
berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat
diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan
oleh Pengguna Barang.

23. PekeIjaan Konstruksi adalah seluruh pekeIjaan yang
berhubungan dengan pelaksanaan konstruksi bangunan
atau pembuatan wujud fisik lainnya.

PenunjukanLangsung,Pengadaanrnelaksanakan
17.Pejabat Pengadaan adalah personil yang ditunjuk untuk

Biro Administrasi
Provinsi Sumatera

Pengadaan Barang/.Jasa pada
Pembangunan Sekretariat Daerah
Selatan.

16.KelompokKerja ULP,yang selanjutnya disebut Pokja ULP,
adalah kelompok kerja yang berjumlah gasal, rnerniliki
sertifikat keahlian pengadaan barang/ jasa, beranggotakan
paling sedikit 3 (tiga) orang dan dapat ditambah sesuai
dengan kompleksitas pekeIjaan, yang bertugas untuk
melaksanakan pemilihan Penyedia Barang/Uasa di SKPD.

14.Kepala ULP adalah Kepala Unit Layanan Pengadaan
Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, yang dijabat oleh
Kepala Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah
Provinsi Sumatera Selatan.

15.Sekretaris ULPadalah Pimpinan Ketatausahaan/Bckretariat
ULP, dalam hal ini dijabat oleh Kepala Bagian Layanan
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24.Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesional yang
membutuhkan keahlian tertentu di berbagai bidang
keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir
(brainware).

2S.Jasa Lainnya adalah jasa yang membutuhkan kemampuan
tertentu yang mengutamakan keterampilan (skillware)
dalam suatu sietem tata kelola yang telah dikenal luas di
dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan atau
segala pekerjaan dan/ atau penyediaan jasa selain Jasa
Konsultansi, pelaksanaan PekeIjaan Konstruksi dan
Pengadaan Barang.

26. Sertifikat Keahli'an Pengadaan Barang/ Jasa adalah tanda
bukti pengakuan dari pemerintah atas kompetensi dan
kemampuan profesi di bidang pengadaan barang/jasa.

27. Swakelola adalah pengadaan barang/ jasa dimana
pekerjaannya direncanakan , dikerjakan, dan/ atau diawasi
sendiri oleh SKPD sebagai penanggung jawab anggaran,
instansi pemerintah lain dau/atau kelompok masyarakat.

28. Dokumen Pengadaan adalah dokumen yang ditetapkan oleh
Pokja ULP/Pejabat Pengadaan yang memuat informasi dan
ketentuan yang harus ditaati oleh para pihak dalam proses
pengadaan barang/jasa.

29.Kontrak Pengadaan Barang/ Jasa, yang selanjutnya disebut
Kontrak, adalah perjanjian tertulis antara PPKatau PA/KPA
yang bertindak sebagai PPKdengan Penyedia Barang/ Jasa
atau pelaksana Swakelola.

30. Pelelangan . Umum adalah metode pemilihan Penyedia
Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya untuk semua
pekerjaan yang dapat diikuti oleh semua Penyedia
Barang/Pekerjaan Konstruksij'.Jasa Lainnya yang
memenuhi syarat.

31. Pelelangan Terbatas adalah metode pemilihan Penyedia
Barang/Pekerjaan Konstruksi dengan jumJah Penyedia yang
mampu melaksanakan diyakini terbatas dan untuk
pekerjaan yang kompleks.

32. PeleJangan Sederhana adalah metode pemilihan Penyedia
Barang/clasa lainnya untuk pekeIjaan yang bemilai paling
tinggi Rp. 5.000.000.000,00 (limamiliar rupiah).

33. Pemilihan Langsung adalah metode Pemilihan Penyedia
Pekerjaan Konstruksi untuk pekerjaan yang bernilai paling,
tinggi Rp. 5.000.000.000,00 (limamiliar rupiah).
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34.Seleksi Umum adalah metode pemilihan Penyedia Jasa
Konsultansi untuk pekerjaan yang dapat diikuti oleh semua
Penyedia Jasa Konsultansi yang memenuhi syarat.

35.Seleksi Sederhana adalah metode pemilihan Penyedia Jasa
Konsultansi untuk Jasa Konsultansi yang bernilai paling
tinggi Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

36. Sayembara adalah metode pemilihan Penyedia Jasa yang
memperlombakan gagasan orisinal, kreativitas dan inovasi
tertentu yang harga/ biayanya tidak dapat ditentukan
berdasarkan Harga Satuan.

37.Kontes adalah metode pemilihan Penyedia Barang yang
memperlombakan barang/benda tertentu yang tidak
mempunyai harga pasar dan harga/biayanya tidak dapat
ditetapkan berdasarkan Harga Satuan.

38.Penunjukan Langsung adalah metode pemilihan Penyedia
Barang/ Jasa dengan cara menunjuk langsung 1 (satu)
Penyedia Barang/dasa,

39. Pengadaan Langsung adalah pengadaan barang/jasa
langsung kepada Penyedia Barang/ Jasa, tanpa melalui
Pelelangan/ Seleksi/ Penunjukan Langsung.

40. Pekerjaan Kompleks adalah pekerjaan yang memerlukan
teknologi tinggi, mempunyai resiko tinggi, menggunakan
peralatan yang didesain khusus dan/ atau pekerjaan yang
bernilai di atas Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar
rupiah).

41. Pengadaan secara elektronik, yang selanjutnya disebut E­
Procurement, adalah pengadaan barang/ jasa yang
dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi dan
transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

12.Layanan Pengadaan Secara Elektronik, yang selanjutnya
disingkat LPSE, adalah unit kerja yang dibentuk
Pemerintah Provinsi untuk menyelenggarakan sistem
pelayanan pengadaan barang/ jasa secara elektronik.

43. E-Tendering adalah tata cara pemilihan Penyedia
Sarang/ Jasa yang dilakukan secara terbuka dan dapat
diikuti oleh semua Penyedia Barang/ Jasa yang terdaftar
pada sistem pengadaan secara elektronik dengan cara
menyampaikan 1 (satu) kali penawaran dalam waktu yang
telah ditentukan.
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(1) PA menyusun RUP sesuai dengan kebutuhan pada SKPD
maaing-maeing.

(2) RUPsebegaimanadimaksud pada ayat (1)meliputi:
a, kegiatan dan anggaran pengadaan barang/ jasa yang akan

dibiayai SKPDsendiri; dan/ atau
b. kegiatan dan. anggaran pengadaan barang/jasa yang akan

dibiayai berdasarkan kerjasarna antar SKPD secara
pembiayaan bersama (cojinancing) sepanjang diperlukan.

(3) RUPmeliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut:
a. mengidentifikasi kebutuhan barang/jasa yang diperlukan

SKPD;
b. menyusun danrnenetapkan rencana penganggaran untuk

pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat
(2);

c. menetapkan kebijakan umum tentang:
1. pemaketan pekerjaan;
2. cara pelaksanaan pengadaan barang/jasa;
3. pengorganisasian pengadaan barang/jasa; dan
4. penetapan penggunaan produk dalam negeri.

d. menyusun KerangkaAcuan Kerja (KAK).
(4) KAKsebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d paling

.sedikir memuat:

Pasal3

BAB II
RENCANAUMUMPENGADAANBARANG/JASA

Pasal2

(1) Ruang Iingkup RUPmeliputi:
a. RUPmelalui swakelola;
b. RUPmelalui pemilihan Penyedia Barang/.Jasa.

(2) Dalam RUP melalui swakelola, kegiatan yang melalui
penunjukan Iangsung/pengadaan langsung/pembelian
secara elektronik dapat digabungkan menjadi satu kelompok.

44. E-Katalog adalah sistem informasi elektronik yang memuat
daftar, jenis, spesifikasi teknis dan harga barang tertentu
dari berbagai Penyedia Barang/Jasa Pemerintah.

45. E-Purchasing adalah tata cara pembelian barang/jasa
.. melalui sistem E-Katalog.

46. Portal Pengadaan Nasional adalah pintu gerbang sistem
informasi elektronik yang terkait dengan informasi
pengadaan barang/jasa secara nasional yang dikelola oleh
LKPP.
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PasalS

(1) PAmelakukan. pemaketan barang/jasa dalam RUPkegiatan dan anggaran
SKPD.

(2) Pemaketan dilakukan dengan menetapkan sebanyak-banyaknya paket
usaha untuk Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil tanpa
mengabaikan prinsip efisiensi, persaingan sehat, kesatuan sistem dan
kualitas kemampuan teknis,

(3) Dalam melakukan pemaketan barang/jasa, PAdilarang:
a. menyatukan atau memusatkan beberapa kegiatan yang tersebar eli

beberapa lokasi/ daerah yang menurut sifat pekerjaan dan tingkat
efisiensinya seharusnya dilakukan eli beberapa lokasi/ daerah masing­
masing;

b. menyatukan beberapa paket pengadaan yang menurut sifat dan jenis
pekerjaannya dapat dipisahkan dan/ atau besaran nilainya seharusnya
dilakukan oleh Usaha Mikrodan Usaha Ked! serta koperasi kecil;

c. memecah pengadaan barang/jasa menjadi beberapa paket dengan
maksud menghindari pelelangan; darr/atau

d. menentukan kriteria, persyaratan atau prosedur pengadaan yang
diskriminatif danj'atau dengan pertimbangan yang tidak obyektif.

Pasal4

(1) Penyusunan RUP pada SKPD untuk Tahun Anggaran berikutnya, harus
disetesaikan pada Tahun Anggaran berjalan.

(2) SKPDmenyediakan biaya pendukung pelaksanaan pengadaan barang/jasa
yang dibiayai dari APBD/Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang
meliputi:
a. honorarium personil organisasi pengadaan barang/jasa termasuk tim

teknis, tim pendukung dan staf proyek;
b. bir.ya pengumuman pengadaan barang/jasa termasuk biaya

pengumuman ulang;
c. biaya penggandaan dokumen pengadaan barang/jasa; dan
d. biaya lainnya yang diperlukan.

(3) SKPD rnenyediakan biaya pendukung untuk pelaksanaan pemilihan
Penyeelia Barang/clasa yang pengadaannya akan dilakukan pada Tahun
Anggaran berikutnya.

(4) SKPDdapat mengusulkan besaran standar biaya terkait honorarium bagi
personel organisasi pengadaan, sebagai masukanr pertimbangan dalam
penetapan standar biaya oleh Oubernur.

a. uraian kegiatan yang akan dilaksanakan;
b. waktu pelaksanaan yang diperlukan;
c. spesifikasi teknis barang/jasa yang akan diadakan; dan
d. besarnya total perkiraan biay~ pekerjaan.
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BABIII
PELAKSANAANPENGADAANBARANG/JASA

Bagian Kesatu
Ruang Lingkup

Pasa17

Ruang lingkup pelaksanaan pengadaan barang/jasa meliputi pengadaan
barang/jasa melalui penyedia barang/jasa yang pembiayaanoya sebagian atau
seluruhnya bersumber dari APBD/Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
(APBN) yang kegiatannya menjaeli tugas SKPD eli lingkungan Pemerintah
Provinsi.

(1) PA mengumumkan RUP secara terbuka kepada masyarakat luas melalui
aplikasi Sistem lnformasi RUP (SiRUP)yang merupakan sistem berbasis
web yang dikembangkan LKPP yang dapat diakses melalui alarnat
http://sirup.lkpp.go.id/sirup, setelah rancangan Peraturan Daerah tentang
APBDelisetujui bersama oleh Pemerintah Provinsi dan DPRD.

(2) PA sebagaimana elimaksud pada ayat (1) mengumumkan kembali RUP,
apabila terdapat peru bahan DPA.

(3) Pengumuman sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) paling sedikit berisi:
a. nama dan alamat PA;
b. paket pekerjaan yang akan dilaksanakan;
c. lokasi pekerjaan; dan
d. perkiraan besarnya biaya.

(4) SKPD mengumumkan rencana ,Pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang
kontraknya akan clilaksanakan pada Tahun Anggaran berikutnya/yang
akan datang.

(5) PA/KPAmenunjuk personel masing-masing untuk menjaeli petugas admin
dalam aplikasi SiRUP.

(6) Petugas adrnin mendaftarkan kepada LKPP rnelalui LPSE untuk
rnendapatkan User 1D dan Password untuk dapat login ke dalam aplikasi
SiRUP.

(7) Pengumuman RUP melalui aplikasi SiRUP merupakan syarat bagi SKPD
untuk melakukan lelang (E-Tendering) menggunakan Sistem Pengadaan
Secara Elektronik (SPSE) maupun pembelian langsung (E-Purchasing)
mernanfaatkan Katalog Elektronik (E-Katalog).

(8) Selain sebagai syarat lelang dan pembelian langsung, RUP yang
diumumkan melalui aplikasi SiRUPjuga merupakan salah satu instrumen
yang digunakan sebagai referensi data pada mekanisme pelaporan yang
diimplementasikan melalui Sistem Informasi Monitoring Tim Evaluasi dan
Pengawasan Realisasi Anggaran (SISMONTEPRA).

Pasal6
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ULP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, rnenangani pengadaan
barangjjasa rnelalui penyedia barang/jasa yang menggunakan metode :
a. pelelangan umum;
b. pelelangan terbatas;
c. pelelangan sederhana;
d. pemilihan langsung;
e. seleksi umurn;

Bagian Keernpat
ULP

Pasal 10

dilakukan oleh Pejabat Pengadaan.

(2) Kewenangan Pejabat Pengadaan dalam pengadaan barang/jasa
sebagaimana dirnaksudkan pada ayat (1), rneliputi:

a. menetapkan Penyedia Barang/ Jasa untuk:
1. Pengadaan langsung untuk paket pengadaan barang/pekerjaan

kcnstruksi/jasa lainnya yang bemiJai paling tinggi Rp.
200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); danj atau

2. Pengadaan langsung untuk paket pengadaan jasa konsultansi yang
bernilai paling tinggi Rp. 50.000.000,00 (lima puJuh juta rupiah).

b. menyampaikan hasil pernilihan dan salinan Dokurnen Pemilihan
Penyedia Barang/.Jasa kepada PPK;

c. menyerahkan dokumen asli pemilihan Penyedia Barang/dasa kepada
PAjKPA;dan

d. rnembuat laporan rnengenai proses pengadaan kepada PA/KPA.

huruf a,
Penyedia

Pejabat Pengadaan sebagairnana dimaksud dalam Pasal 8
khusus rnenangani pengadaan barang/jasa rnelalui
Barang/Uasa yang rnenggunakan rnetode:
a. pengadaanlangsung;atau
b. pernbelian barang/ jasa rnelalui sis tern katalog elektronik

(e-purchasing), sepanjang aplikasi proses pengadaannya telah dapat

(1)

Bagian Ketiga
Pejabat Pengadaan

Pasal 9

Bagian Kedua
Pelaksana Pengadaan

Pasal8

Pelaksanaan pemilihan Penyedia Barang/ Jasa di lingkungan Pernerintah
Provinsi, yaitu:
a. Pejabat Pengadaan di rnasing-masing SKPD;atau
b. ULP.

- 11 -



Kewenangan ULPmeliputi:
a. menetapkan Dokumen Pengadaan;
b. menetapkan pemenang untuk:

1. pelelangan atau Penunjukan Langsung untuk paket pengadaan
barangj pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bernilai paling tinggi
Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau

2. Seleksi atau Penunjukan Langsung untuk paket pengadaan jasa
konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh
miliar rupiah).

c. mengusulkan pemenang kepada PA:
1. pada pelelangan atau penyedia pada Penunjukan Langsung untuk paket

pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dengan nilai di atas
Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau

2. pada Seleksi atau Penunjukan Langsung untuk paket pengadaan jasa
konsultansi dengan nilai di atas Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar
rupiah).

d. mengusulkan kepada PA/KPAagar Penyedia Barang/dasa yang mela1rukan
perbuatan dan tindakan seperti penipuan, pemalsuan, dan pelanggaran
lainnya untuk dikenakan sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam; dan

..
c. KelompokKeIja; dan
d. Staf Pendukung.

(2) Dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, Kepala ULPmembentuk
Pokja ULP.

(3) Pokja ULP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dibantu oleh tim
atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis.

Pasal 12

(1) Pernilihan Penyedia Barangy.Jasa dalarn ULPdilakukan oleh Pokja ULP.
(2) Keanggotaan Pokja ULPwajib ditetapkan untuk:

a. pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dengan nilai di
atas Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

b. pengadaan jasa konsultansi dengan nilai di atas Rp. 50.000.000,00 (lima
puluh juta rupiah).

(3) Anggota Pokja ULP berjurnlah gasal beranggotakan paling kurang 3 (tiga)
orang dan dapat ditarnbah sesuai dengan kompleksitas pekerjaan.

Pasal 13

(1) Susunan Organisasi ULPterdiri atas:
a. KepalaULP;
b. Sekretariat ULP;

Pasal 11

f. seleksi sederhana; atau
g. penunjukan langsung.
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oleh penyedia barang/jasa;
f. mengelola sistem pengadaan dan sistem informasi data manajemen

pengadaan utnuk mendukung pelaksanaan pengadaan barang/ [asa;
g. mengelola dokumen pengadaan barangfjasa;

kepegawaian,
(1) Ruang lingkup tugas Ketatausahaan/Sekretariat ULPmeliputi:

a. melaksanakan pengeloJaan urusan keuangan,
ketatausahaan, perlengkapan, dan rumah tangga ULP;

b. menginventarisasi paket-paket yang akan dilelang/ diseleksi;
c. menyiapkan dokumen pendukung dan informasi yang dibutuhkan Pokja

ULP;
d. memfasilitasi pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa yang

dilaksanakan oleh Pokja ULPj
e. mengagendakan dan mengkoordinasikan sanggahan yang disampaikan

PasaJ 15

(1) Ruanglingkup tugas KepaJaULPmeLiputi:
a. memimpin dan mengkoordinasikan seJuruh kegiatan ULP;
b. menyusun dan melaksanakan Strategi Pengadaan ULP;
c. menyusun program kerja dan anggaran ULP;
d. mengawasi seluruh kegiatan pengadaan barangj jasa di ULP dan

melaporkan apabila ada penyimpangan dan/ atau indikasi
penyimpangan;

e. membuat laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan
pengadaan barang/jasa kepada Gubernur;

f. melaksanakan pengembangan dan pembinaan sumber daya manusia
ULP;

g. menugaskan/menempatkan/mernindahkan anggota ULP kedaJam Pokja
ULPsesuai kebutuhan/beban kerja;

h. mengusulkan pemberhentian anggota ULP kepada Gubernur, apabila
terbukti melakukan pelanggaran peraturan perundang-undangan dan/
atau KKN;dan

i. mengusulkan jabatan administrator, atau jabatan pengawas, atau
pejabat fungsionaJ umum, atau jabatan pelaksana atau Pegawai
Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, sebagai personel Keta.tausahaanj
Sekretariat ULPsesuai kebutuhan.

(2) KepaJa ULP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat merangkap dan
bertugas sebagai anggota Pokja ULP.

PasaJ 14

e. memberikan sanksi administratif kepada Penyedia Barang/dasa yang
melakukan peJanggaran, perbuatan atau tindakan sebagaimana yang berlaku
daJam Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barangj Jasa Pemerintah
beserta perubahannya.
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Pasal 16

(1) Ruang lingkup tugas Pokja ULPmeliputi:
a. melakukan kaji ulang terhadap spesifikasi dan Harga Perkiraan Sendiri

paket-paket yang akan dilelangjseleksi;
b. mengusulkan perubahan Harga Perkiraan Sendiri (HPS),Kerangka Acuan

Kerjaj spesifikasi teknis pekerjaan dan rancangan kontrak kepada PPK;
c. menyusun rencana pemilihan Penyedia Barang/ Jasa dan menetapkan

Dokumen Pengadaan;
d. melakukan pemilihan Penyedia Barang/ Jasa mulai dari pengumuman

kualifikasi atau pelelangan sampai dengan menjawab sanggah;
e. mengusulkan penetapan pemenang kepada PA:

1. pada pelelangan atau penyedia pada Penunjukan Langsung untuk
paket pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dengan
nilai di atas Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau

2. pada Seleksi atau penyedia pada Penunjukan Langsung untuk paket
pengadaan jasa konsultansi dengan nilai di atas Rp.
10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) meJalui KepaJa ULP;

f. menetapkan pemenang untuk:
1. Pelelangan atau Penunjukan Langsung untuk paket pengadaan

barang/ pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bernilai paling tinggi
Rp. 1(;>0.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau

2. Seleksi atau Penunjukan Langsung untuk paket pengadaan jasa
konsultansi yang berniJai paling tinggi Rp. 10.000.000.000,00
(sepuluh miliar rupiah);

g. menyampaikan Berita Acara Hasil Pelelangarr/Berita Acara Hasil Seleksi
kepada PPKmelalui Kepala ULP;

h. membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan barang/ jasa
kepada Kepala ULP;

1. memberikan data dan informasi kepada Kepala ULP mengenai Penyedia
Barang/ Jasa yang melakukan perbuatan seperti penipuan, pemalsuan
dan pelanggaran lainnya; dan

J. mengusulkan bantuan Tim Teknis danj atau Tim Ahli kepada Kepala
ULP.

(2) Dalam melaksanakan tugasnya, Ketua Pokja dan setiap anggota Pokja ULP
mernpunyai kewenangan yang sama dalam pengambilan keputusan yang
ditetapkan berdasarkan suara terbanyak.

h. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pengadaan dan menyusun
laporan; dan

1. menyiapkan dan mengkoordinasikan tim teknis dan staf pendukung ULP
dalarn proses pengadaan barang/jasa.

(2) Sekretariat ULP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat merangkap dan
bertugas sebagai anggota Pokja ULP.

- 14 -



B.agianKelima
PengadaanBarang/Jasa

Melalui Swakelola
Pasal19

(1) Swakelola merupakan kegiatan Pengadaan Barang/.Jasa dimana
pekerjaannya direncanakan, dikerjakan, danj atau diawasi sendiri oleh
SKPD sebagai penanggung jawab anggaran, instansi pemerintah lain,
dan/atau kelompok masyarakat.

(2) Prosedur Swakelola meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan,
pengawasan, penyerahan, pelaporan, dan pertanggungjawaban pekerjaan.

(3) Pekerjaan yru:tgdapat dilakukan dengan Swakelolameliputi:
a. pekerjaan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan danj'atau

memanfaatkan kemampuan teknis sumber daya manusia, serta sesuai
dengan tugas dan fungsi SKPD;

b. pekerjaan yang operasi dan pemeliharaannya memerlukan partisipasi
langsung masyarakat setempat atau dikelola oleh SKPD;

PasaJ 18

(1) KepaJa ULP/Anggota Pokja ULP/Pejabat Pengadaan memenuhi persyaratan
sebagai berikut:
a. memiliki integritas, disiplin, dan tanggung jawab dalarn melaksanakan

tugas;
b. memahami pekerjaan yang akan diadakan;
c. memahami jenis pekerjaan tertentu yang menjadi tugas ULP/Pokja
ULP/Pejabat Pengadaan yang bersangkutan;

d. memahami lsi dokumen, metode dan prosedur pengadaan;
e. memiliki scrtifikat keahlian pengadaan barang/jasa sesuai dengan

kompetensi yang dipersyaratkan; dan
f. menandatangani Pakta integritas.

(2) Persyaratan sertifikasi keahLianpengadaan barang/jasa pada ayat (1) huruf e
dapat dikecualikan untuk Kepala ULP.

(1) Kepala ULPmenyusun laporan pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara
tertulis secara berkala kepada Gubemur melalui Sekretaris Daerah
Provinsi.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan Monitoring
dan Evaluasi Gubemur dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa.

Pasal 17

(3) Penetapan pemenang oleh Pokja ULPsebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf f, tidak dapat diganggu gugat oleh Kepala ULP.

(4) Anggota Pokja ULPdapat bertugas dan menjadi Pejabat Pengadaan di luar
ULP.
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Bagian Ketujuh
MetodePemilihan Penyedia

Pasal21

(1) ULP/Pejabat Pengadaan menyusun dan menetapkan metode pemilihan
Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksiy.Jasa Lainnya/clasa Konsultansi.

c. pekerjaan yang dilihat dari segi besaran, sifat, lokasi atau
pembiayaannya tidak diminati oleh Penyedia Barang/dasa;

d. pekerjaan yang secara rinci/ detail tidak dapat dihitung/ ditentukan
terlebih dahulu, sehingga apabila dilaksanakan oleh Penyedia
Barangj Jasa akan menimbulkan ketidakpastian dan risiko yang besar;

e. penyelenggaraan diklat, kursus, penataran, seminar, lokakarya atau
penyuluhan;

f. pekerjaan untuk proyek percontohan (pilot project) dan survei yang
bersifat khusus untuk pengembangan teknologi/metode kerja yang
belum dapat dilaksanakan oleh Penyedia Barang/ Jasa;

g. pekerjaan survei, pemrosesan data, perumusan kebijakan pemerintah,
pengujian di laboratorium, dan pengembangan sistem tertentu;

h. pekerjaan yang bersifat rahasia bagi SKPDyang bersangkutan;
1. pekerjaan Industri Kreatif, inovatif, dan budaya dalam negeri;
J. penelitian dan pengembangan dalam negeri; dan/ atau
k. pekerjaan pengembangan industri pertahanan, industri alutsista, dan

industri almatsus dalam negeri,
(4) Pengadaan melalui Swakelola dapat dilalrukan oleh:

a. SKPDPenanggung Jawab Anggaran;
b. Instansi Pemerintah lain Pelaksana Swakelola; dan/atau
c. KelompokMasyarakat Pelaksana Swakelola.

(5) PA/KPAmenetapkan jenis pekerjaan serta pihak yang akan melaksanakan
Pengadaan Barang/ Jasa secara Swakelola.

Bagian Keenam
Pengadaan Barang/ Jasa

Melalui Penyedia Barang/ Jasa
Pasal20

(1) Persiapan pemilihan Penyedia Barang/dasa terdiri atas kegiatan:
a. perencanaan pemilihan Penyedia Barang/.Jasa;
b. pernilihan sistem pengadaan;
c. penetapan metode penilaian kualifikasi;
d. penyusunan jadwal pemilihan Penyedia Barang/ Jasa;
e. penyusunan Dokumen Pengadaan Barang/ Jasa; dan
f. penetapan HPS.

(2) Proses persiapan pemilihan Penyedia BarangjJasa dilakukan setelah
Rencana Umurn Pengadaan ditetapkan.
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(1) Pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya pada
prinsipnya dilakukan melalui metode Pelelangan Umum dengan pasca
kualifikasi.

(2) Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi pada prinsipnya dilakukan melalui
MetodeSeleksi Umum.

(3) Khusus untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi yang bersifat
kompleks dan diyakini jumJah penyedianya terbatas, pemilihan Penyedia
Barang/Penyedia Pekerjaan Konstruksi dilakukan dengan Pelelangan
Terbatas.

(4) Pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya/dasa
Konsultansi melalui Metode Pelelangan Umum/Seleksi Umum/Pelelangan
Sederhana/Pemilihan Langsung, diumumkan sekurang-kurangnya di
website SKPD Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, papan pengumuman
resmi untuk masyarakat, dan Portal Pengadaan Nasional melalui LPSE
Provinsi Sumatera Selatan, sehingga masyarakat luas dan dunia usaha yang
berminat dan memenuhi kualifikasi dapat mengikutinya.

Pasal 22

(2) Pemilihan Penyedia Barang, dilakukan dengan:
a. Pelelangan Umum;
b. Pelelangan Terbatas;
c. Pelelangan Sederhana;
d. Penunjukan Langsung;
e. Pengadaan Langsung; atau
f. Kontes.

(3) Pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi, dilakukan dengan:
a. Pelelangan Umum;
b. Pelelangan Terbatas;
c. Pemilihan Langsung;
d. Penunjukan Langsung; atau
e. Pengadaan Langsung.

(4) Pernilihan Penyedia Jasa Lainnya, dilakukan dengan:
a. Pelelangan Umum;
b. Pelelangan Sederhana;
c. Penunjukan Langsung;
d. Pengadaan Langsung; atau
e. Sayembara.

(5) Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi, dilakukan dengan:
a. Seleksi yang terdiri atas Seleksi Umum dan Seleksi Sederhana;
b. Penunjukan Langsung;
c. Pengadaan Langsung; atau
d. Sayembara.

(6) Kontes/Sayembara dilakukan khusus untuk pemilihan Penyedia
Barang/ Jasa Lainnya yang merupakan hasH industri kreatif, inovatif dan
budaya dalam negeri.
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(1) Penunjukan Langsung tcrhadap 1 (satu) Penyedia Barang/Pekerjaan
Konstruksi/.Jasa Lainnya dapat dilakukan dalam hal:
a. keadaan tertentu; dan/atau
b. pengadaan Barang khusus/Pekerjaan Konstruksi khusus/Jasa Lainnya

yang bersifat khusus.
(2) Penunjukan -Langsung dilakukan dengan mengundang 1 (satu) Penyedia

Barang/Pekerjaan Konstruksiy.Jasa Lainnya yang dinilai mampu
melaksanakan pekeIjaan dan/ atau memenuhi kualifikasi.

(3) Penunjukan Langsung dilakukan dengan negosiasi baik teknis maupun
harga sehingga diperoleh harga yang sesuai dengan harga pasar yang
berlaku dan secara teknis dapat dipertanggungjawabkan.

(4) Kriteria keadaan tertentu yang memungkinkan dilakukan Penunjukan
Langsung terhadap Penyedia BarangjPekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf a, meJiputi:
a. penanganan darurat yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dan

waktu penyelesaian pekerjaannya harus segera/tidak dapat ditunda
untuk:

Pasal24

Pasal23

(1) Pengadaan pekerjaan yang tidak kompleks dan bernilai paling tinggi
Rp. 5.000.000.000,00 (limamiliar rupiah) dapat dilakukan dengan:
a. Pelelangan Sederhana untuk Pengadaan Barang/.Jasa Lainnya; atau
b. Pemilihan Langsung untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi.

(2) Seleksi Sederhana dapat dilakukan untuk pengadaan Jasa Konsultansi
yang:
Q. bersifat sederhana; dan
b. bernilai paling tinggi Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

(3) Pelelangan Sederhana/Pernilihan Langsung/Seleksi Sederhana diumumkan
sekurang-kurangnya di website SKPD Pemerintah Provinsi Sumatera
Selatan, papan pengumuman resmi untuk masyarakat, dan Portal
Pengadaan Nasional melalui LPSE, sehingga masyarakat luas dan dunia
usaha yang berminat dan memenuhi kualifikasi dapat mengikutinya.

(4) Dalam Pelelangan Sederhana atau Pemilihan Langsung tidak ada negosiasi
teknis dan harga.

(S) Oaftar pendek dalam Seleksi Sederhana berjurnlah 3 (tiga) sampai 5 (Lima)
Penyedia Jasa Konsultansi.

(5) Dalam Pelelangan Umum, Pe1e1anganSederhana atau Pemilihan Langsung
tidak ada negosiasi teknis dan harga.

(6) Daftar pendek dalam Seleksi Umum berjurnlah 5 (lima) sampai 7 (tujuh)
Penyedia Jasa Konsultansi.
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1. pertahanan negara;
2. keamanan dan ketertiban masyarakat;
3. keselamatan/perlindungan masyarakat yang pelaksanaan

pekerjaannya tidak dapat ditundaj'harus dilakukan segera,
termasuk:
a) akibat bencana alam danj'atau bencana non aiam dan/atau

bencana sosial;
b) dalam rangka pencegahan bencana; danj'atau
c) akibat kerusakan sarana/prasarana yang dapat menghentikan

kegiatan pelayanan publik.
b. pekerjaan penyelenggaraan penyiapan konferensi yang mendadak untuk

mcnindaklanjuti kornitmen internasional dan dihadiri oleh President
WakilPresiden;

c. kegiatan menyangkut pertahanan negara yang ditetapkan oleh Menteri
Pertahanan serta kegiatan yang menyanglrut keamanan dan ketertiban
rnasyarakat yang ditetapkan oleh Kepala Kepolisian Negara Republik
Indonesia;

d. kegiatan bersifat rahasia untuk kepentingan intelijen danyatau
perlindungan saksi sesuai dengan tugas yang ditetapkan daiam
peraturan perundang-undangan; atau

e. Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang spesifik dan hanya
dapat dilaksanakan oleh 1 (satu) Penyedia Barang/clasa Lainnya karena
t (satu) pabrikan, 1 (satu) pemegang hak paten, atau pihak yang telah
mendapat izin dari pemegang hak paten, atau pihak yang menjadi
pernenang pelelangan untuk mendapatkan izin dari pemerintah.

(5) Kriteria Barang khusus/Pekerjaan Konstruksi khusua/.Jasa Lainnya yang
bersifat khusus yang memungkinkan dilakukan Penunjukan Langsung
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf b, meliputi:
a. Barangj Jasa Lainnya berdasarkan tarif resmi yang ditetapkan

pemerintah;
b. Pekerjaan Konstruksi bangunan yang rnerupakan satu kesatuan sistern

konstruksi dan satu kesatuan tanggung jawab atas risiko kegagaian
bangunan yang secara keseluruhan tidak dapat
direncanakanjdiperhitungkan sebelumnya (unforeseen condition);

c. Barang/Pekerjaan KonstruksijJasa Lainnya yang bersifat kompleks
yang hanya dapat dilaksanakan dengan penggunaan teknologi khusus
dan hanya ada 1 (satu) Penyedia yang mampu;

d. Pekerjaan Pengadaan dan distribusi bahan obat, obat dan aiat
kesehatan habis pakai dalam rangka rnenjamin ketersediaan obat untuk
peiaksanaan peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat yang jenis
dan harganya telah ditetapkan oleh Menteri yang bertanggung jawab di
bidang kesehatan;
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Pasal25

(1) Pengadaan Langsung dapat dilakukan terhadap pengadaan Barang/
Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi
Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan:
a. kebutuhan operasional SKPD;
b. teknologisederhana;
c. risiko kecil;dan/ atau
d. dilaksanakan oleh Penyedia Barang/ Jasa usaha orang-perseorangan

dan/ atau badan usaha kecil serta koperasi kecil, kecuali untuk paket
pekerjaan yang menuntut kompetensi teknis yang tidak dapat dipenuhi
oleh Usaha Mikro,Usaha Kecil,dan koperasi kecil.

(2) Pengadaan Langsung dapat dilakukan terhadap Pengadaan Jasa
Konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta
rupiah).

(3) Pengadaan Langsung dilaksanakan oleh 1 (satu) Pejabat Pengadaan.
(4) Pengadaan Langsung dilaksanakan berdasarkan harga yang berlaku di

pasar kepada PenyediaBarang/Pekerjaan Konstruksi/dasa Lainnya.
(5) Pengadaan langsung dilaksanakan dengan mernpedomani ketentuan

Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedelapan
Pengadaan Barang/ Jasa Secara Elektronik

Pasal26

(1) Pengadaan Barang/.Jasa Pemerintah dilakukan secara elektronik.
(2) Pengadaan Barang/ Jasa secara elektronik dilakukan dengan cara

E-Tendering atau E-Purchasing.

e. Pekerjaan pengadaan dan penyaluran benih unggul yang meliputi benih
padi, jagung, dan kedelai, serta pupuk meJiputi Urea, NPK, dan ZA
kepada petani dalam rangka menjamin ketersediaan benih dan pupuk
secara cepat dan tepat untuk peningkatan ketahanan pangan;

f. Pengadaan kendaraan bermotor dengan harga khusus untuk
pemerintah yang telah dipublikasikan secara luas kepada masyarakat;

g. Sewa penginapan/botel/ruang rapat yang tarifnya terbuka dan dapat
diakses oleh masyarakat;

h. Lanjutan sewa gedung/kantor dan lanjutan sewa ruang terbuka atau
tertutup lainnya dengan ketentuan dan tata cara pembayaran serta
penyesuaian harga yang dapat dipertanggungjawabkan; atau

1. Pekerjaan pengadaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di
lingkungan perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang
dilaksanakan oleh pengembang/developer yang bersangkutan.
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Pasa128

(1) Ruang lingkup E-Tendering rneliputi proses pengurnuman Pengadaan
Barang/Uasa sampai dengan pengumuman pemenang.

(2) Para pihak yang terlibat dalam E-Tendering sebagaimana dimaksud pada
ayat (1)adalah PPK,ULP/Pejabat Pengadaan, dan Penyedia Barang/-Jasa.

(3) E-Tendering dilaksanakan dengan rnenggunakan sistern pengadaan secara
elektronik yang diselenggarakan oleh LPSE.

(4) Aplikasi E-Tendering sekurang-kurangnya memenuhi unsur perlindungan
Hak Atas Kekayaan Intelektual dan kerahasian dalam pertukaran
dokumen, serta tersedianya sistern kearr.anan dan penyimpanan dokumen
elektronik yang menjamin dokurnen elektronik tersebut hanya dapat dibaca
pada waktu yang telah ditentukan.

(5) Sistein E-Te!lderillg yang diselenggarakan oleh LPSE wajib rnernenuhi
persyaratan sebagai berikut:
a. mengacu pada standar yang meliputi interoperabilitas dan integrasi

dengan sistem Pengadaan Barang/ Jasa secara elektronik;
b. mengacu pada standar proses pengadaan secara elektronik; dan
c. tidak terikat pada lisensi tertentu (free license).

(6) ULP/Pejabat Pengadaan dapat menggunakan sistem Pengadaan
Barang/clasa secara elektronik yang diselenggarakan oleh LPSEterdekat,

(7) Dalam pelaksanaan E-Tendering dilakukan dengan ketentuan sebagai
berikut:
a. tidak diperlukan .Jaminan Penawaran;
b. tidak diperlukan sanggahan kualifikasi;
c. apabiJa penawaran yang masuk kurang dari 3 (tiga) peserta, pemilihan

penyedia dilanjutkan dengan dilakukan negosiasi teknis dan
harga/biaya;

d. tidak diperlukan sanggahan banding;
e. untuk pernilihan Penyedia Jasa Konsultansi:

1. daftar pendek berjumlah 3 (tiga)sampai 5 (lima)penyedia Jasa
Konsultansi;

2. seleksi sederhana dilakukan dengan metode pascakualifikasi.
(8)ketentuan mengenai E-Tendering, rnempedomani ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Pengadaan Barang/ Jasa Pernerintah.secara elektronik bertujuan untuk:
a. meningkatkan transparansi dan akuntabilitas;
b. meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha yang sehat;
c. memperbaiki tingkat efisiensi proses Pengadaan;
d. mendukung proses monitoring dan audit; dan
e. memenuhi kebutuhan akses informasi yang Teal time.

Pasal27
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Bagian Kesembilan
Prosedur dan Mekanisme Pengadaan

Pasal31

(1) Prosedur pelaksanaan pengadaan barang/jasa berpedoman pada ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(2) Dalam melaksanakan prosedur pengadaan barang/jasa, ULPmelakukan:
a. koordinasi dan menjamin hubungan kerja dengan SKPD yang akan

memanfaatkan barang/jasa yang diadakan dan unit kerja terkait
lainnya;

b. pelaporan secara periodik tentang perkembangan pelaksanaan
pengadaan kepada SKPD;dan

c. konsultasi sesuai dengan kebutuhan dalam rangka penyelesaian
persoalan yang dihadapi dalam proses pengadaan barang/ jasa dengan
SKPD.

Pasa130

(1) Dalam rangka E-Purchasing, .sistem katalog elektronik (E-Catalogue)
sekurang-kurangnya memuat informasi teknis dan harga Barang/dasa,

(2) Sistem katalog elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diselenggarakan oleh LKPP.

(3) Barang/.Jasa yang dicantumkan dalam katalog elektronik ditetapkan oleh
Kepala LKPP.

(4) SKPD wajib melakukan E-Purchasing terhadap Barang/crasa yang sudah
dimuat dalam sistern katalog eJektronik sesuai dengan kebutuhan SKPD.

(5) E-Purchasing dilaksanakan oleh Pejabat Pengadaan/PPK atau pejabat yang
ditetapkan oleh Pimpinan lnstansi/lnstitusi.

(6) Ketentuan mengenai E-Purchasing, mempedomani ketentuan peraturan
perundang-undangan .

Pasal 29

(1) Percepatan pelaksanaan E-Tendering dilakukan dengan memanfaatkan
lnformasi KineIja Penyedia Barang/.Jasa.

(2) Pelaksanaan E-Tendering sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
dengan hanya memasukan penawaran harga untuk Pengadaan
Barang/Uasa yang tidak memerlukan penilaian kuaJifikasi, adrninistrasi,
dan teknis, serta tidak ada sanggahan dan sanggahan banding.

(3) Tahapan E-Tendering sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang
terdiri atas:
a. undangan;
b. pemasukan penawaran harga;
c. pengumuman pemenang.
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Pasal33

(1) SKPDwajib melakukan pengawasan terhadap PPKdan ULP/Pejabat
Pengadaan di lingkungan SKPD masing masing, dan menugaskan
aparat pengawasan intern yang bersangkutan untuk melakukan
audit sesuai dengan ketentuan.

(2) SKPD menyelenggarakan sistem whistleblower Pengadaan Barang/
Jasa dalam rangka peneegahan KKN.

(3) Penyelenggaraan sistem whistleblower sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dikoordinasikan oleh LKPP.

(4) Masyarakat dapat melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan
Pengadaan Barang/ Jasa.

Bagian Kedua
Pengawasan

(1) SKPD dilarang melakukan pungutan dalam bentuk apapun dalam
pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa.

(2) Pimpinan SKPD wajib melaporkan secara berkala realisasi
Pengadaan Barang/clasa kepada LKPP.

(3) Pimpinan SKPD wajib memberikan pelayanan hukum kepada
PA/KPA/PPK/ULP/P~abat Pengadaan/PPHP/PPSPM/Bendahara/
APIP dalam menghadapi permasalahan hukum dalam lingkup
Pengadaan Barang/-Jasa.

(4)Khusus untuk tindak pidana dan pelanggaran persaingan usaha,
pelayanan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya
diberikan hingga tahap penyelidikan.

BAB IV
PENGENDALIAN,PENGAWASAN,PENGADUANDANSANKSI

Bagian Kesatu
Pengendalian

Pasal32

(3) Prosedur pelaksanaan pelelangarr/ seleksi dilaksanakan melalui
sistem E-Procurement di LPSE.

(4) Mekanisme pengajuan proses pengadaan barang/jasa SKPDmelalui
ULP adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan
Gubernur ini.
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Pasal35

(I) Perbuatan atau tindakan Penyedia Barang/.Jasa yang dapat
dikenakan sanksi adalah:
a. berusaha mempengaruhi ULP/Pejabat Pengadaarr/pihak lain

yang berwenang dalam bentuk dan cara apapun, baik langsung
maupun tidak langsung guna memenuhi keinginannya yang
bertentangan dengan ketentuan dan prosedur yang telah
ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan/Kontrak, danZatau
ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. melakukan persekongkoian dengan Penyedia Barangj'-Jasa lain
untuk mengatur Harga Penawaran di luar prosedur pelaksanaan
Pengadaan Barang/ Jasa, sehingga mengurangi/ menghambar/
memperkecil dan/ atau meniadakan persaingan yang sehat danl
atau merugikan orang.lain;

Bagian Keempat
Sanksi

(5) Instansi yang berwenang dapat menindaklanjuti pengaduan setelah
Kontrak ditandatangani dan terdapat indikasi adanya kerugian
negara.

(4) Hasil tindak lanjut pengaduan yang dilakukan oleh APIP
sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaporkan kepada Gubemur,
dan dapat cWaporkan kepada instansi yang berwenang dengan
persetujuan Gubemur, dalam hal diyakini terdapat indikasi KKN
yang akan merugikan keuangan negara, dengan tembusan kepada
LKPPdan BPKP.

(1) Dalam hal Penyedia Barang/Uasa atau masyarakat menemukan
indikasi penyimpangan prosedur, KKN dalam pelaksanaan
Pengadaan Barang/.Jasa dan/atau pelanggaran persaingan yang
sehat dapat mengajukan pengaduan atas proses pemilihan Penyedia
Barang/ Jasa.

(2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditujukan kepada
APIP SKPDyang bersangkutan dan/atau LKPP,disertai bukti-bukti
kuat yang terkait langsung dengan materi pengaduan.

(3) APIP S.KPDdan LKPPsebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai
dengan kewenangannya menindaklanjuti pengaduan yang dianggap
beralasan.

Bagian Ketiga
Pengaduan
P~sa134
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dalam negeri.
(2) Perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi

berupa:
a. sanksi administratif;
b. sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam;
c. gugatan secara perdata; dan/ atau
d. pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang.

(3) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a,
dilakukan oleh PPK/ULP/Pejabat Pengadaan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b,
dilakukan oleh PA/KPA setelah mendapat masukan dari
PPK/ULP/Pejabat Pengadaan sesuai dengan ketentuan peraturan
perudang-undangan.

(5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan huruf
d, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­
undangan.

(6) Apabila ditemukan penipuanjpemalsuan atas informasi yang
disarnpaikan Penyedia BarangjJasa, dikenakan sanksi pembatalan
sebagai calon pemenang dan dimasukkan dalam Daftar Hitam, dan
Jaminan Pengadaan barang/jasa dicairkan dan disetorkan ke kas
negara/kas daerah, sesuai ketentuan peraturan perundang­
undangan.

(7) Apabila terjadi pelanggaran danjatau kecurangan dalam proses
Pengadaan Barang/ Jasa, maka ULP:
a. dikenakan sanksi administrasi;
b. dituntut ganti rugi; darr/atau
c. dilaporkan secara pidana.

e. tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan Kontrak
secara bertanggung jawab; dan/ atau

f. berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan adanya
ketidaksesuaian dalam penggunaan Barang/ Jasa produksi

c. membuat dan/ atau menyampaikan dokumen dan/ atau
keterangan lain yang' tidak benar untuk memenuhi persyaratan
Pengadaan Barang/ Jasa yang ditentukan dalam Dokumen
Pengadaan;

d. mengundurkan diri setelah batas akhir pernasukan penawaran
atau mengundurkan diri dari pelaksanaan Kontrak dengan
alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan darr/ atau tidak
dapat diterima oleh ULP/Pejabat Pengadaan;
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Pasal41

(1) SKPDmembuat Daftar Hitam sebagaimana dimaksud dalam Pasal
35 ayat (2) huruf b, yang memuat identitas Penyedia Barang/ Jasa
yang dikenakan sanksi oleh SKPD.

(2) Daftar Hitam sebagaimana dimaksud pada ayat (1)memuat:
a. Penyedia Barang/ Jasa yang dilarang mengikuti Pengadaan

Barang/jasa pada SKPDyang bersangkutan; darr/atau

Dalam hal terjadi kecurangan dalam pengumuman Pengadaan, sanksi
diberikan kepada anggota ULP/Pejabat Pengadaan sesuai ketentuan
pcraturan perundang-undangan.

Pasal40

Pasa139

PPK yang melakukan ciders janji terhadap ketentuan yang termuat
dalam Kontrak, dapat dimintakan ganti rugi dengan ketentuan sebagai
berikut:
a. besarnya ganti rugi yang dibayar oleh PPK atas keterlambatan

pembayaran adalah sebesar bunga terhadap nilai tagihan yang
terlarnbat dibayar, berdasarkan tingkat suku bunga yang berlaku
pada saat itu menurut ketetapan Bank Indonesia; atau

b. dapat diberikan kompensasi sesuai ketentuan dalam Kontrak.

Pasal38

Konsultan Perencana yang tidak cerrnat dan mengakibatkan kerugian
negara, dikenakan sanksi berupa keharusan menyusun kembali
perencanaan dengan beban biaya dari konsultan yang bersangkutan,
danj'atau tuntutan ganti rugi.

Selain perbuatan atau tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35
ayat (1), Penyedia Barang/.Jasa yang terlambat menyelesaikan
pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam Kontrak
karena kesalahan Penyedia Barang/ Jasa, dikarenakan denda
keterlambatan sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari nilai Kontrak atau
nilai bagian Kontrak untuk setiap hari keterlambatan.

Pasal37

Perbuatan atau tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat
(1) huruf f, selain dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 35 ayat (2)huruf a dan huruf b, dikenakan sanksi finansial.

Pasal36
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BERITADAERAHPROVINSISUMATERASELATAN
TAHUN2016 NOMOR 3~r

H. MUKTISULAIMAN

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 11 11opemoex 2016

SEKRETARISDAERAH
PROVINSISUMATERASELATAN,

H. ALEXNOERDIN

GUBERNURSUMATERASELATAN,

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 11 Uopefaber 2016

Agar setiap orang mengetahuinya, mernerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penernpatannya dalam Berita Daerah
Provinsi Sumatera Selatan.

Peraturan Gubemur ini mulai berlaku pada tanggaJ diundangkan.

BABV
KETENTUANPENUTUP

Pasa.142

b. Penyedia Barangj'.Jasa yang dikenakan sanksi oleh Negara/
Lembaga Pemberi Pinjaman/Hibah pada kegiatan yang termasuk
dalam ruang lingkup peraturan perundang-undangan di bidang
pengadaan barang/ jasa.

(3) SKPD menyerahkan Daftar Hitam kepada LKPP untuk dimasukkan
dalam Daftar Hitam Nasional.

(4) Daftar Hitam Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dimutakhirkan setiap saat dan dimuat dalam Portal Pengadaan
Nasional.
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